BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, khususnya di Kelurahan Pinang Kencana, telah berjalan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Pelaksanaan program meliputi sosialisasi, pengumpulan data fisik dan
data yuridis, penelitian data untuk pembuktian hak, pengukuran bidang tanah,
adjudikasi, hingga penerbitan sertifikat Hak Milik kepada masyarakat. Seluruh
responden yang mendaftarkan tanahnya melalui PTSL tahun 2024 telah menerima
sertifikat secara resmi, sehingga menunjukkan bahwa program ini terlaksana
secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yaitu mewujudkan
kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan nilai ekonomi tanah,
memperbaiki tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi sengketa di

masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendaftaran Hak
Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota
Tanjungpinang, disarankan agar pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional

(BPN) meningkatkan efektivitas program melalui penguatan edukasi dan sosialisasi
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kepada masyarakat terkait prosedur PTSL, khususnya mengenai kelengkapan
dokumen tanah hasil jual beli seperti Akta Jual Beli, bukti pajak, dan dokumen asal-
usul tanah agar proses verifikasi data yuridis dapat berlangsung lebih cepat dan
tepat. Selain itu, koordinasi antarinstansi, terutama antara BPN, pemerintah
kelurahan, dan RT/RW, perlu dioptimalkan untuk memastikan kesesuaian data fisik
dan mencegah tumpang tindih batas bidang tanah. Pemutakhiran sistem
administrasi pertanahan juga menjadi hal penting untuk menjaga keselarasan data
fisik dan yuridis sesuai prinsip asas mutakhir dalam pendaftaran tanah. Lebih lanjut,
peningkatan kapasitas panitia ajudikasi dan satuan tugas PTSL, baik dari segi
jumlah petugas maupun kemampuan teknis dan pemahaman regulasi, sangat
diperlukan agar proses PTSL di wilayah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang

dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, dan berkualitas.
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